
 

 

 

 

 

 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   64   TAHUN 2011 

TENTANG 

PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PSIKOLOGI  

CALON TENAGA KERJA INDONESIA 

  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

  

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

  

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 

Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang 

Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja 

Indonesia; 

  

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279); 

  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4431); 

  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 

Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4445); 

  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3637); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan 

Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia; 

  

MEMUTUSKAN : 

  

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMERIKSAAN 

KESEHATAN DAN PSIKOLOGI CALON TENAGA KERJA 

INDONESIA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

  

Pasal  1 

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan : 

1.   Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut 

calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang 

memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja 

di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah 

kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang 

ketenagakerjaan. 

2.    Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI 

adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi 

syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja 

untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 

3.   Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya 

disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah 

memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk 

menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar 

negeri. 

4.   Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan terhadap 

kese-hatan calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, 

berupa pemeriksaan fisik lengkap dan jiwa, dan 

pemeriksaan penunjang. 

5.   Sarana Kesehatan adalah rumah sakit atau klinik yang 

digunakan untuk menyelenggarakan pemeriksaan 

kesehatan calon TKI. 

6.   Pemeriksaan Psikologi adalah penilaian psikologi 

terhadap calon TKI untuk melihat tingkat kesesuaian 

aspek-aspek kognitif, kepribadian serta sosial calon TKI  
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dengan pekerjaan yang akan dilakukan di tempat kerja di 

negara tujuan. 

7.   Lembaga Pemeriksaan Psikologi adalah lembaga yang 

melakukan kegiatan di bidang psikologi dan memiliki izin 

dari Menteri untuk melakukan pemeriksaan psikologi bagi 

calon TKI. 

8.   Sertifikat Kesehatan adalah bukti tertulis yang berisi kete-

rangan layak untuk bekerja (fit to work) yang dikeluarkan 

oleh sarana kesehatan yang melakukan pemeriksaan 

kese-hatan calon TKI. 

9.    Psikolog adalah Sarjana atau Magister tamatan pendidikan 

profesi yang mempunyai Sertifikat Sebutan Psikolog dan 

Surat Izin Praktik Psikolog. 

10.  Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga 

Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah 

Lem-baga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggung 

jawab kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di 

Luar Negeri. 

11.  Menteri Kesehatan adalah Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

kesehatan. 

12.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pe-merintahan di bidang ketenagakerjaan. 

  

Pasal  2 

Untuk dapat direkrut sebagai calon TKI, pencari kerja harus 

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. 
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Pasal  3 

Setiap calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri wajib 

mengikuti pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan psikologi. 

  

BAB II 

PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TKI 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal   4 

(1)    Setiap calon TKI yang akan mengikuti pemeriksaan kese-

hatan wajib didata identitasnya dengan dilengkapi data 

bio-metrik yang dilaksanakan oleh sarana kesehatan.  

(2)    Sarana kesehatan dalam melakukan pendataan identitas 

calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

terin-tegrasi dalam sistem online penempatan dan 

perlindungan TKI. 

(3)    Sistem online penempatan dan perlindungan TKI sebagai-

mana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh 

BNP2TKI. 

(4)    Sistem online penempatan dan perlindungan TKI sebagai-

mana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh sarana 

kesehatan tanpa dipungut biaya. 

(5)    Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem online 

penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala BNP2TKI. 
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